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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat menarik beberapa kesimpulan: 

1. Bahwa pola penanganan kasus tindak pidana suap oleh sentra 

Gakkumdu pada Pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017 dimana oleh 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 telah menetapkan hukum acara 

yang diberlakukan secara khusus Dalam Penyelesaian Perkara Tindak 

Pidana Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah termasuk 

didalamnya tindak pidana suap pada pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Dearah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017 

dengan memberikan Batasan waktu penyidikan, pra penuntutan serta 

penuntutan yang lebih singkat dibandingkan dengan KUHAP. Selain 

itu pada tingkat upaya hukum untuk penanganan perkara pidana 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya sampai pada 

tahap banding sebagai upaya hukum terakhir. 

2. Bahwa faktor-faktor yang menghambat pola penanganan kasus tindak 

pidana suap oleh sentra Gakkumdu pada Pilkada Provinsi Gorontalo 

tahun 2017 setidaknya dipengaruhi oleh beberapa komponen dalam 

sistem hukum yang secara langsung berimplikasi terhadap penegakan 
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hukum yakni substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal 

structure) dan budaya hukum (legal culture). 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka 

peneliti juga akan memberikan beberapa saran yang diharapkan menjadi bagian 

dari pertimbangan pihak-pihak yang berkompeten: 

1. Bahwa sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan 

pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk 

menjadi salah satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. 

2. Perbaikan sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi, penguatan 

kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan 

peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. 

Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan 

selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang 

perwujudan pemilu yang jujur dan adil. 

3. Penting untuk memperkuat peran Bawaslu tidak hanya melakukan 

proses pengawasan. Juga melakukan proses penyidikan hingga 

penuntutan. Namun karena sifat pemilu yang sekali dalam lima tahun, 

bawaslu dapat mengangkat penyidik dan penuntut umum sementara.  

Penyidik dan penuntut umum dapat direkrut dari unsur kepolisian dan 

kejaksaan. Atau menyerahkan pelanggaran tindak pidana pemilu ke 

kepolisian dengan catatan adanya peningkatan kapasitas kepolisian 

dalam masalah masalah kepemiluan dan dilakukan pada unit khusus. 
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